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State income tax is the most potential income. There fore the government 
seeks to maximize income from the sector tax to pay for the development of the 
State. One indicator of success is the taxation of State ownership NPWP, because 
by NPWP the government can know potential tax. 
 
The amount of State income tax can be know from the 
SuratPemberitahuan (SPT) which is a duty from the ownership of NPWP. Due to 
the mentioned, the writer do the research about SPT reportation especially Office 
Tax in Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Wonogiri work sector to know the potential tax and the obstacles. Research was 
conducted with the method of interview and literature studies. 
 
According to the research carried out can be known that the amount of 
office which become tax obligated in 2008 are 652, moreover office who report 
the amount of tax in 2008 are 434. So, it can be concluded that the level 
percentage tax obligated which report SPT are about 66%.in 2009 are 1.320, 
moreover office who report the amount of tax in 2009 are 517. So, it can be 
concluded that the level percentage tax obligated which report SPT are about 
39%. in 2010 are 1.439, moreover office who report the amount of tax in 2010are 
600. So, it can be concluded that the level percentage tax obligated which report 
SPT are about 41%. 
 
 Poor reporting of SPT is caused by several things, among others the self 
confidence of the tax obligated to fulfill their duty, broad coverage of KP2KP 
Wonogiri that does not offset with the adequate number of personnel. 
 
Based on this report, the writer suggest to KP2KP Wonogiri to maximize 
the dissemination and further addition of tax service in remote area to maximize 
the potential of the existing tax.  
 

















































































































































“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 
(QS. AL Baqoroh :45) 
 
“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menilai rupamu dan hartamu, tetapi 
Allah SWT menilai hati dan karyamu.” 
(HR. Muslim dan Abi Huroiroh) 
 
“Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup terasa indah, 
dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna.” 
(HA Mukti Ali) 
 
“Hidup tak akan selalu indah maka saat kau merasakan bahagia maka 
ingatlah kebahagiaan itu tak akan lama.” 
(Penulis) 
 
“Ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita tersenyum, ada saatnya kita 
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A. Gambaran Umum KPP 
Upaya Pemerintah melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan perpajakan kepada masyarakat salah 
satunya pada tahun 2005 mulai membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP), Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). Namun walau telah 
digabungkan menjadi satu, tugas pokok yang melekat pada masing-masing 
kantor tetap terakomodasi. Karakteristik utama yang diunggulkan dari 
KPP Pratama adalah pelayanan pada satu unit, yang pada awalnya terpisah 
yakni berupa pelayanan untuk Pajak, PBB, dan Pemeriksaan/ penyidikan 
pajak. Sistem administrasi tidak lagi berdasar jenis pajak, melainkan 
berdasarkan fungsi. Segmen Wajib Pajak yang dikelola oleh KPP Pratama 
ini adalah segmen Wajib Pajak kecil yang terbagi atas wilayah-wilayah 
tertentu yang pengawasannya dilakukan oleh Account Representative. 
Menindaklanjuti upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk 
meningkatkan penerimaan pajak dengan berdirinya KPP Pratama dan juga 
sebagai upaya pelaksanaan good governance, Menteri Keuangan No. 
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
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 Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007. 
Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
NO.55/PMK.01/2007 tersebut adalah mengenai terbentuknya Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang telah 
dioperasikan sejak tanggal 31 Oktober 2007. Kedudukan dari KP2KP 
adalah langsung berada dibawah pengawasan KPP Pratama. Tugas dan 
Fungsi dari KP2KP sendiri adalah membantu KPP Pratama dalam 
pelaksanaan kegiatannya agar pelayanan kepada masyarakat yang 
berkedudukan jauh dari pusat bisa dilayani. Adapun Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan sendiri sebelum terbit Peraturan 
Menteri Kuangan No.55/PMK.01/2007 masih berupa Kantor Penyuluhan 
dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). 
Di Kantor Wilayah Jawa Bagian Tengah II berdasar Peraturan 
Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007 tersebut, telah dibentuk Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagai berikut  
1. KPP Pratama Boyolali, 
2. KPP Pratama Cilacap, 
3. KPP Pratama Karanganyar, 
4. KPP Pratama Kebumen, 













































commit to user 
3 
 
6. KPP Pratama Magelang, 
7. KPP Pratama Purbalingga, 
8. KPP Pratama Purwokerto, 
9. KPP Pratama Purworejo, 
10. KPP Pratama Sukoharjo, 
11. KPP Pratama Surakarta, 
12. KP2KP Banjarnegara, 
13. KP2KP Wonogiri, 
14. KP2KP Wonosobo, dan 
15. KP2KP Sragen. 
KPP Pratama Sukoharjo sendiri merupakan pecahan dari KPP Klaten 
setelah adanya reorganisasi kantor sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan No.55/PMK.01/2007. Selain itu, KPP Pratama Sukoharjo juga 
membawahi Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan  
(KP2KP) Wonogiri. 
1. Tempat Kedudukan 
KPP Pratama Sukoharjo sementara ini masih menempati 
gedung lama KPP Klaten dengan alamat di Jalan Kopral Sayom (ring 
road) Klaten dikarenakan beberapa alasan, antara lain belum 
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Pratama Sukoharjo di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang luas dan 
strategis sesegera mungkin, serta agar sementara mencari gedung yang 
cocok dapat terus melayani Wajib Pajak. Sementara itu, KP2KP 
Wonogiri selama beberapa bulan bertempat kedudukan di gedung KP4 
lama jalan jaksa Agung R.Suprapto No.7 Sukoharjo, baru kemudian 
mulai awal Maret 2008 pindah ke Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 6 
Wonokarto Wonogiri. 
2. Wilayah Kerja 
Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sukoharjo meliputi 2 Kabupaten yaitu: 
1. Kabupaten Sukoharjo meliputi 12 kecamatan, dan 
2. Kabupaten Wonogiri meliputi 25 kecamatan 
3. Struktur Organisasi 
Agar dalam menjalankan tugasnya melayani kegiatan Wajib 
Pajak berkaitan dengan Perpajakan dapat berjalan lancar an sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, maka dibutuhkan kerjasama dari 
seluruh karyawan KPP Pratama. Oleh karena itu, adanya struktur 
organisasi yang jelas dan transparan dalam tubuh KPP Pratama 
Sukoharjo, diharapkan dapat membantu terwujudnya tujuan tersebut. 
Struktur organisasi KPP Pratama Sukoharjo secara umum sama 
dengan struktur organisasi KPP Pratama lainnya, yaitu berdasarkan 
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1. Kepala Kantor 
2. Sub Bagian Umum, 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 
4. Seksi Pelayanan, 
5. Seksi Penagihan, 
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, 
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, 
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, 
10. Seksi Pemeriksaan, 
11. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, 
12. Kelompok Pejabat Fungsional, dan 
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Berikut ini adalah gambar struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan 
uraian di atas. 
 




















Kepala KPP Pratama 
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Adapun bagan organisasi dalam KP2KP itu sendiri adalah sebagai berikut. 
 










(Sumber : KP2KP Wonogiri) 
 
4. Tugas dan Kegiatan 
Masing-masing bagian atau seksi dalam struktur organisasi KPP 
Pratama memiliki tugas dan kegiatan sendiri-sendiri. Adapun tugas dan 
kegiatan masing-masing seksi berdasarkan gambar 1 yaitu Bagan 
Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : 
1. Sub Bagian Umum 
a). Bagian Kepegawaian 
 Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sub 
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1) Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala, 
2) Membuat Usulan Kenikan Pangkat 
3) Menerbitkan Surat Izin Cuti, 
4) Mengirim pegawai yang menerima panggilan untuk 
mengikuti diklat-diklat, meliputi Diklat Sistem Administrasi 
Modern, Diklat Dasar Pemeriksa Pajak, Diklat Internalisasi 
Kode Etik Pegawai, dan  
5) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan kepegawaian, 
meliputi Laporan Daftar Penyebaran Pegawai, laporan 
Penegakan Disiplin Pegawai, Laporan Absensi Pegawai, 
Laporan Kegiatan Kepangkatan, dan Daftar Pejabat yang 
meninggalkan wilayah kerja. 
 b). Bagian Keuangan 
 Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sub 
bagian    Umum antara lain: 
1) Membagikan gaji kepada pegawai KPP Pratama, 
2) Membagikan uang makan kepada pegawai KPP Pratama, 
3) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi 
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4) Menyusun daftar permintaan lembur bagi pegawai yang 
lembur. 
 c). Bagian Rumah Tangga 
 Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Rumah 
Tangga Sub Bagian Umum antara lain sebagai berikut: 
1) Melakukan inventarisasi (pemisahan) barang-barang 
inventaris milik KPP Pratama, dan melakukan 
perekaman inventaris dan penghapusan Barang Milik 
Negara pada KPP Pratama. 
2.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Merupakan gabungan dari seksi DAI dan Seksi Penerimaan, 
Peralihan dari Seksi Penerimaan dan Keberatan pada KPP, 
Subsie penerimaannya beralih ke Seksi PDI, sedangkan Subsie 
Keberatannya ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil) modern. 
 Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan 
Informasi (PDI) antara lain sebagai berikut: 
a) Membatu instalasi aplikasi e-NPWP di Seksi Ekstensifikasi, 
b) Melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara massal dan 
pencetakan Kartu NPWP dengan aplikasi PWPM dan e-
NPWP, 
c) Melakukan perekaman mutakir dan NIR (Nilai Indikasi Rata-
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d) Melakukan simulasi perhitungan pokok ketetapan PBB tahun 
berikutnya, 
e) Melakukan perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan, 
f) Menyimpan data-data informasi perpajakan untuk keperluan 
penyajian data, 
g) Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan/kerusakan 
pada komputer, 
h) Mengawasi pemasangan jaringan dan perangkat komputer 
yang dilakukan oleh pihak ketiga, 
i) Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada Wajib 
Pajak dan membantu proses pelaporan jika mengalami 
kesulitan, 
j) Membuat Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB, 
k) Melakukan persiapan hardware dan software sehubungan 
dengan kegiatan cetak, 
1) Membantu Seksi Pelayanan dalam mencetak label SPT 
Tahunan, 
2) Melakukan penataan IP address untuk jaringan komputer, 
dan melakukan perekaman data objek PBB berdasarkan 
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3.  Seksi Pelayanan 
Merupakan perubahan nama dari Seksi Tata Usaha Perpajakan 
(TUP) pada KPP dan Seksi Penetapan KPPBB 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan antara lain 
sebagai berikut: 
a) Menerbitkan Kartu NPWP dan PKP bagi Wajib Pajak baru, 
b) Menata usahakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka 
persiapan pengiriman SPT Tahunan kepada Wajib Pajak, 
c) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan 
d) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi 
data dari KPP lain. 
4. Seksi Penagihan 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seksi Penagihan antara lain 
sebagai berikut: 
a) Melaksanakan pencabutan STTS PBB Tahun Pajak 
sebelumnya, 
b) Melaksanakan Konfirmasi STTS PBB Tahun Pajak 
sebelumnya dalam sektor perkotaan, 
c) Melakukan pemanggilan dan himbauan pembayaran 
tunggakan pajak, 
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e) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang 
telah jatuh tempo, dan 
f) Menyusun data 100 besar tunggakan PBB untuk dilaporkan. 
5. Seksi Pengawasan dan konsultasi 
Merupakan gabungan dari Seksi PPh Orang Pribadi, PPh Badan, 
PPh Putpot, dan PPN. 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi antara lain sebagai berikut: 
a) Pembuatan profil Wajib Pajak, 
b) Pembuatan ikhtisar Wajib Pajak, 
c) Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak, dan 
d) Pengawasan terhadap mekanisme dan tatacara pembayaran 
penyetoran maupun pelaporannya termasuk dalam penerapan 
aturan-aturan perpajakannya. 
6. Seksi Pemeriksaan 
Merupakan peralihan dari Tata Usaha/Administrasi Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan antara 
lain sebagai berikut: 
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b) Menyusun dan mengkoordinasikan Daftar Nominatif WP 
yang akan diperiksa, 
c) Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan 
mendistribusikannya ke Seksi Fungsional, 
d) Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan jadwal pemeriksaan 
sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, 
e) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
f) Memproses permohonan SPT LB Wajib Pajak Patuh, 
g) Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya, 
h) Menyusun laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang 
berkaitan dengan Seksi Pemerisaan, 
i) Menyusun laporan-laporan Seksi Pemeriksaan, dan 
j) Mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan. 
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada 
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi 
Perpajakan antara lain sebagai berikut: 
a) Menyampaikan Usulan Surat Keputusan Klasifikasi dan 
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b) Menyampaikan usulan besarnya Standar Investasi Tanaman 
(SIT) Perkebunan ke Kanwil DJP Jawa Tengah II, 
c) Membuat Laporan Data Potensi Wilayah KPP Pratama 
d) Menyelasaikan Laporan NJOP PBB, 
e) Menyelesaikan pemberian NPWP OP melalui Pemberi 
Kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan 
f) Membuat Laporan Kegiatan penerbitan NPWP Ekstensifikasi 
WP OP karyawan KPP Pratama. 
8. Kelompok Pejabat Fungsional 
Merupakan peralihan dari Fungsional Pemeriksa di Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Fungsional antara lain 
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SPPP) 
kepada Wajib Pajak, dan Menyelesaikan pemeriksaan SPPP 
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5. Visi dan Misi 
1. Visi 
 Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan 
sistem dan manajemen Perpajakan kelas dunia yang dipercaya 
dan dibanggakan masyarakat. 
2. Misi 
 Menghimpun pembiayaan dalam negeri dari sektor pajak yang 
mampu menunjang kemandirian pembiayaan Pemerintah 
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat 
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B. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan UUD 1945 dan 
Pancasila yang didalamnya telah diatur pelaksanaan pembangunan negara yang 
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia 
memiliki luas wilayah yang sangat luas, tentunya membutuhkan dana yang 
sangat besar untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah 
mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi guna memenuhi kebutuhan dana 
menjaga stabilitas nasional. Dengan kondisi krisis saat ini pemerintah 
memerlukan dana yang sangat besar. Untuk menghadapi krisis ekonomi dunia 
ini salah satunya melalui kebijakan fiskal yaitu meningkatkan pendapatan 
negara dari sektor pajak. 
Dilihat dari segi ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang 
paling potensial. Dalam UUD 1945 telah diatur pajak untuk pembangunan 
negara dimana merupakan iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung, dapat 
disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain : 
1. Iuran dari rakyat kepada negara 
2. Berdasarkan Undang-undang 
3. Tanpa ada jasa timbal balik secara langsung 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas 
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha menciptakan 













































commit to user 
17 
 
dapat terwujud seperti mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
NPWP merupakan suatu indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu 
negara. 
Salah satu syarat dari kepemilikan NPWP adalah melaporkan jumlah 
pajak terutangnya baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak 
badan, sarana yang digunakan untuk melaporkan jumlah pajak terutang adalah 
Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). SPT adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui SPT dapat 
diketahui jumlah pendapatan negara dari sektor pajak, selain itu juga dapat 
mengetahui tingkat penyampaian pelaporan wajib pajak dalam melaksakan 
kewajiban perpajakannya. 
Pelayanan pelaporan SPT baik SPT Masa atau SPT Tahunan di wilayah 
Wonogiri dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) seperti diatur dalam KEP-517/PJ/2000. Di kantor ini 
melayani semua jenis pelaporan SPT, namun realita yang terjadi di wilayah 
kerja KP2KP Wonogiri adalah tingkat penyampaian laporan SPT sangat jauh 
dari yang diharapkan. 
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengetahui tingkat penyetoran 
dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di wilayah kerja KP2KP 
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Tahunan wajib pajak badan pada tahun ke depan bisa seperti yang diharapkan. 
Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul  
“EVALUASI TINGKAT PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN 
WAJIB PAJAK BADAN DARI TAHUN 2008 - 2010 DI WILAYAH 
KERJA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI 
PERPAJAKAN (KP2KP)  WONOGIRI” 
 
C. Perumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 
mengambil perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana tingkat penyampaian laporan SPT Tahunan wajib pajak badan 
dari tahun 2008 - 2010 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri? 
2. Apa penyebab kenaikan ataupun penurunan tingkat penyampaian laporan 
SPT Tahunan wajib pajak badan dari tahun 2008 - 2010 di wilayah kerja 
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Wonogiri? 
3. Langkah apa yang diambil Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Wonogiri untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
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D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan gambaran umum dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 
telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui tingkat penyampaian laporan SPT Tahunan wajib pajak 
badan dari tahun 2008 - 2010 di wilayah kerja Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri 
2. Untuk mengetahui penyebab kenaikan ataupun penurunan tingkat 
penyampaian laporan SPT Tahunan wajib pajak badan dari tahun 2008 - 
2010 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Wonogiri 
3. Untuk mengetahui langkah yang diambil Kantor Pelayanan Penyuluhan 
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajibannya 
 
E. Manfaat Penelitian 
Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi manfaat seluas-
luasnya kepada semua pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari 
penelitian ini adalah : 
1. Bagi objek penelitian, diharapkan dapat memberikan inovasi atau 
terobosan yang berguna dalam meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri terutama 
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan 
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2. Bagi penulis, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis 
dari bangku perkuliahan ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah 
3. Bagi pihak lain, diharapkan melalui penelitian ini dapat mengetahui 




































































ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Pajak Secara Umum 
Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada 
mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003). 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur : 
1) Iuran dari rakyat kepada negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
2) Berdasarkan undang-undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
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2. Fungsi Pajak 
Pajak memiliki fungsi dalam kegiatan bernegara yang sangat 
penting peranannya antara lain (Mardiasmo, 2003): 
a. Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi mengatur 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
 
3. Teori Pemungutan Pajak 
Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak 
dari rakyatnya, yaitu (Mardiasmo, 2007): 
a. Teori asuransi 
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang 
dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, 
dan juga harta bendanya. 
b. Teori kepentingan 
Teori ini menyatakan bahwa hanya memerhatikan pembagian beban 
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c. Teori gaya pikul 
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak 
pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu 
perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 
d. Teori kewajiban pajak mutlak 
Teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini 
mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak 
mutlak untuk memungut pajak. 
e. Teori asas gaya beli 
Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, 
melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang 
baik itu sebagai dasar keadilannya. 
 
4. Syarat Pemungutan Pajak 
Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka dalam pemungutan pajak terdapat syarat sebagai 
berikut: 
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 
merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang 
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Pajak untuk mengajukan keeratan, penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal 
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya (Mardiasmo, 2003). 
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) 
Sesuai fungsi bugdetair, biaya pemungutan harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru. 
 
5. Pengelompokan Pajak 
a. Menurut golongannya (Mardiasmo, 2003) 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 
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2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
b. Menurut sifatnya (Mardiasmo, 2003) 
1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib 
Pajak. 
2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
c. Menurut lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2003) 
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
 
6. Asas Pemungutan Pajak 
Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu : 
a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
seluruh penghasilan wjib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, 
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b. Asas sumber 
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 
tempat tinggal Wajib Pajak. 
c. Asas kebangsaan 
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 
kebangsaan suatu negara. 
 
7. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 macam, yaitu : 
a. Official Assessment System 
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 
yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. 
b. Self Assessment System 
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. 
c. With Holding System  
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
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pajaknya kemudian setelah muncul Undang-Undang Nomor Tahun 
1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan 
Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 
1925, sistem ini tidak lagi digunakan. 
Pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 masih menggunakan sistem 
Self Assessment dan Withholding, barulah tahun 1984 ditetapkan sistem 
Self Assessment secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia 
yaitu dengan diungkapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang 
Ketentuan Umum Perpajakan) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984. 
 
8. Tarif Pajak 
Tarif pajak ada empat, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2007): 
a. Tarif sebanding/proporsional 
Tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
b. Tarif tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
c. Tarif progresif 
Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 
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d. Tarif degresif 
Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar. 
 
9. Pengertian SPT 
SPT atau Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, 
Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan Kewajiban, 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy 
Early, 2006). 
 
10. Fungsi Surat Pemberitahuan 
a. Bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak 
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang: 
1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 
dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 
(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 
2) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan atau bukan Objek 
Pajak; 
3) Harta dan Kewajiban; 
4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 
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dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang ditentukan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.  
b. Bagi Pengusaha fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana 
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 
1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; 
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 
oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu 
Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku; 
3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan 
disetorkannya. 
 
11. Jenis SPT 
Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Surat 
Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suandy Early, 
2006). 
a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 
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1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 
26; 
2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22; 
3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 
26; 
4) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25; 
5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 
6) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; 
7) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; 
8) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi 
pemungut; 
9) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 
10) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi 
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai 
lain sebagai dasar pengenaan Pajak. 
b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang terdiri dari : 
1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Badan; 
2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa 
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3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Orang Pribadi; 
4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.  
 
12. Pengertian Efektivitas 
a. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 
peralatan yang cepat untuk tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 
1991). 
b. Efektivitas adalah segala pekerjaan harus dilakukan secara tepat dan 
sebaik-baiknya, mencapai hasil sesuai yang diharapkan (Herjanto, 
1991). 
c. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 
telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). 
d. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dan 
potensi pajak dengan asumsi bahwa semua wajib pajak telah membayar 
pajaknya masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang masing-
masing (Devas, 1989: 143). 
e. Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari 
organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Jones and Pendlebury, 1996). 
 
B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
1. Bagaimana tingkat pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2008-2010 
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Sebagai salah satu bentuk kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak 
adalah melaporkan jumlah pajak terutangnya dalam suatu tahun pajak 
dasar adanya kewajiban ini adalah kepemilikan NPWP. Setiap warga 
negara Indonesia yang memiliki NPWP wajib melaporkan pajak 
terutangnya baik untuk orang pribadi ataupun badan usaha. Sarana 
pelaporan pajak terutang adalah SPT atau Surat Pemberitahuan 
berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang KUP dijelaskan 
bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam 
Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan 
mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor 
Direktorat Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. 
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2008 berakhir 
pada tanggal 30 April 2009. Untuk mengetahui tingkat pelaporan SPT 
Tahunan Badan sebelumnya perlu diketahui jumlah perusahaan di 
Kabupaten Wonogiri yang menjadi Wajib Pajak Badan. 
Berikut ini adalah  tabel  jumlah perusahaan di Kabupaten 
Wonogiri yang terdaftar sebagai wajib pajak badan. 
Tabel II. 1 
Jumlah perusahaan di Kabupaten Wonogiri yang terdaftar sebagai  
Wajib Pajak Badan Tahun 2008 
No. Keterangan Jumlah 
1 Wajib Pajak Terdaftar 652 
2. Wajib Pajak Efektif 434 
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Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 10 Mei 2011 jumlah 
Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT mencapai angka 434. 
Berikut ini adalah rinciannya. 
Tabel II. 2 
Rincian Pelaporan SPT Tahunan Badan di Kabupaten Wonogiri 
          Pada Tahun 2008 
No. Keterangan Jumlah 
1 Nihil 315 
2. Kurang Bayar 119 
3. Lebih Bayar 0 
Total 434 
(Sumber : KP2KP Wonogiri) 
Jika dilihat dari data wajib pajak badan terdaftar di wilayah kerja 
KP2KP Wonogiri sebanyak 652 dan berdasar data dari tabel II. 2 maka 
bisa diketahui tingkat pelapor SPT Tahunan Badan tahun 2008 adalah 
sebesar 66%.  
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2009 berakhir 
pada tanggal 30 April 2010. Untuk mengetahui tingkat pelaporan SPT 
Tahunan Badan sebelumnya perlu diketahui jumlah perusahaan di 
Kabupaten Wonogiri yang menjadi wajib pajak badan. 
Berikut ini adalah tabel jumlah perusahaan di Kabupaten Wonogiri 
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Tabel II. 3 
Jumlah perusahaan di Kabupaten Wonogiri yang terdaftar sebagai 
Wajib Pajak Badan Tahun 2009 
No. Keterangan Jumlah 
1 Wajib Pajak Terdaftar 1320 
2. Wajib Pajak Efektif 517 
(Sumber : KP2KP Wonogiri) 
Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 10 Mei 2011 jumlah 
Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT mencapai angka 517. 
Berikut ini adalah rinciannya. 
Tabel II. 4 
Rincian Pelaporan SPT Tahunan Badan di Kabupaten Wonogiri 
Pada Tahun 2009 
No. Keterangan Jumlah 
1 Nihil 335 
2. Kurang Bayar 182 
3. Lebih Bayar 0 
Total 517 
(Sumber : KP2KP Wonogiri) 
Jika dilihat dari data wajib pajak badan terdaftar di wilayah kerja 
KP2KP Wonogiri sebanyak 1.320 dan berdasar data dari tabel II. 4 maka 
bisa diketahui tingkat pelapor SPT Tahunan Badan tahun 2009 adalah 
sebesar 39%.  
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2010 berakhir 
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Tahunan Badan sebelumnya perlu diketahui jumlah perusahaan di 
Kabupaten Wonogiri yang menjadi wajib pajak badan. 
Berikut ini adalah tabel jumlah perusahaan di Kabupaten Wonogiri 
yang terdaftar sebagai wajib pajak badan. 
Tabel II. 5 
Jumlah perusahaan di Kabupaten Wonogiri yang terdaftar sebagai 
Wajib Pajak Badan Tahun 2010 
No. Keterangan Jumlah 
1 Wajib Pajak Terdaftar 1439 
2. Wajib Pajak Efektif 600 
(Sumber : KP2KP Wonogiri) 
Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 10 Mei 2011 jumlah 
Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT mencapai angka 600. 
Berikut ini adalah rinciannya. 
Tabel II. 6 
Rincian Pelaporan SPT Tahunan Badan di Kabupaten Wonogiri 
Pada Tahun 2010 
No. Keterangan Jumlah 
1 Nihil 407 
2. Kurang Bayar 193 
3. Lebih Bayar 0 
Total 600 
(Sumber : KP2KP Wonogiri) 
Jika dilihat dari data wajib pajak badan terdaftar di wilayah kerja 
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bisa diketahui tingkat pelapor SPT Tahunan Badan tahun 2010 adalah 
sebesar 41%.  
 
2. Penyebab kenaikan ataupun penurunan tingkat penyampaian 
laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dari tahun 2008 - 2010 di 
wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Wonogiri 
Usaha-usaha yang dilakukan KP2KP Wonogiri dalam 
mengoptimalkan penerimaan jumlah SPT Tahunan Badan setiap 
tahunnya sering mengalami hambatan maupun dukungan dari pihak 
manapun sehingga mengakibatkan adanya kenaikan ataupun penurunan 
tingkat penyampaian laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. 
Berikut ini adalah rinciannya. 
Tabel II. 7 
Rincian Prosentase Hasil Pelaporan SPT Tahunan Badan 







Prosentase Wajib Pajak 




















(Sumber : KP2KP Wonogiri) 
Pada tahun 2009 prosentase wajib pajak efektif terhadap wajib 
pajak terdaftar mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2008, 
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1) Adanya data wajib pajak badan yang tidak dapat dihapus dari 
database pusat. 
2) Adanya wajib pajak badan yang memang tidak ingin membayar 
kewajiban perpajakannya. 
3) Adanya wajib pajak badan yang mendaftarkan diri hanya untuk 
sekali proyek jalan. 
Misalnya suatu perusahaan mempunyai usaha percetakan dan 
mendaftarkan perusahaan tersebut sebagai Wajib Pajak Badan di 
wilayah Wonogiri. Di tahun pertama menjadi Wajib Pajak Badan, 
perusahaan tersebut melaporkan pajak terutangnya tetapi pada 
tahun berikutnya tidak melaporkan pajak terutangnya lagi 
dikarenakan perusahaan tersebut bangkrut. 
4) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan pekerjaan. 
5) Kurangnya koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas. 
6) Kurangnya personil dalam pemeriksaan lapangan. 
7) Kurang adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
terutang yang masih kurang dikarenakan wajib pajak masih 
menganggap bahwa penghasilan mereka akan berkurang apabila 
membayar pajak terutang tersebut, serta kurang pahamnya wajib 
pajak terhadap sistem dan peraturan tentang pajak penghasilan. 
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Sedangkan  pada tahun 2010 prosentase wajib pajak efektif 
terhadap wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan dibandingkan pada 
tahun 2009, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 
1) Adanya petugas yang memberikan pelayanan yang baik kepada 
wajib pajak dengan tujuan memberikan kepuasan terhadap wajib 
pajak. 
2) Adanya penyuluhan yang dilakukan KP2KP Wonogiri di setiap 
kelurahan dengan tujuan untuk memberi motivasi tentang arti 
pentingnya pemungutan wajib terutang sebagai sumber penerimaan 
negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan 
nasional. 
3) Adanya pelaporan dan konsultasi SPT yang dilakukan di daerah 
yang jauh dari pusat kota dengan menggunakan Mobile Tax Unit 
(MTU). 
4) Adanya penyuluhan tentang cara pengisian SPT Tahunan sehingga 
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Tabel II. 8 
Penerimaan Pajak (Realisasi) dan Potensi Pajak (Terdaftar) di KP2KP 








Pajak (Realisasi) Terhadap 













(Sumber : KP2KP Wonogiri) 
Dari tabel II.8 penulis dapat mengetahui penilaian tingkat 
efektivitas yaitu melalui penghitungan nominal penerimaan pajak 
(realisasi) dari pelaporan SPT Tahunan Badan yang dinyatakan aktif 
dalam satu tahun pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang masih 
terdaftar sebagai pelapor SPT Tahunan Badan di KP2KP Wonogiri 
sebagai potensi pajak yang ada, kemudian dikalikan seratus persen 
untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. 
Dari penghitungan yang penulis kerjakan maka dapat diketahui 
pelapiran SPT Tahunan Badan pada tahun 2008 sebesar 32%, tahun 
2009 sebesar 33%, dan pada tahun 2010 sebesar 35%. Hal tersebut 
menunjukkan adanya peningkatan kesadaran Wajib Pajak Badan dalam 
melaporkan SPT Tahunan Badan. 
 
3. Langkah yang diambil KP2KP Wonogiri untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah kerjanya 
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Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KP2KP untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan, telah disusun beberapa 
program yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti 
peningkatan frekuensi penayangan iklan layanan masyarakat di media 
cetak dan elektronik. Selain itu juga melakukan pemasangan spanduk 
atau baleho di sudut-sudut jalan yang strategis, mengadakan pojok pajak 
di swalayan di Wonogiri. Dalam hal ini diadakan di Toserba BARU dan 
LUWES. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat mengetahui kapan 
harus memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
b. Memperluas cakupan penyuluhan 
Salah satu aspek penting yang harus dilakukan untuk 
meningkatkan kepatuhan adalah melaksanakan penyuluhan tentang 
perpajakan. Agar penyuluhan itu berhasil maka KP2KP melakukan 
penyuluhan di setiap kelurahan di seluruh Wilayah Wonogiri. Dengan 
memanfaatkan penggunaan Mobile Tax Unit (MTU), KP2KP dapat 
melakukan penyuluhan ke setiap daerah yang menjadi cakupan dari 
wilayah kerja KP2KP Wonogiri sehingga dapat merangsang wajib 
pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan benar. 
 
c. Meningkatkan efektivitas kehumasan 
Fungsi kehumasan dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban 
perpajakan adalah untuk menjelaskan peranan dan manfaat pajak 
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ke setiap daerah di Wonogiri untuk memberikan informasi seputar 
perpajakan agar wajib pajak mengetahui tentang tata cara pengisian 
SPT sehingga wajib pajak dapat menyadari pentingnya membayar 
pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian 
masyarakat tidak akan berpikiran negatif jika berhubungan dengan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan secara tersendiri masyarakat 
akan memiliki kesadaran tinggi terhadap pajak. 
 
d. Memasukkan aspek perpajakan dalam materi pendidikan 
Penanaman pengetahuan tentang perpajakan sejak dini 
merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap 
kewajiban perpajakan. Seperti bekerjasama dengan pihak sekolah 
minimal taraf Sekolah Menengah Atas diharapkan dapat memberikan 
gambaran pajak secara umum serta tata cara pemenuhan kewajiban 
perpajakan sehingga ketika mereka menjadi seorang Wajib Pajak 
memiliki citra positif terhadap pajak dan mengetahui apa yang menjadi 
hak dan kewajibannya. Dengan demikian akan tercipta masyarakat 

























































Dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri selama 
magang, maka penulis menemukan beberapa kelebihan dalam pelaporan SPT 
Tahunan Wajib Pajak Badan dari tahun 2008 - 2010. Kelebihan - kelebihan 
tersebut antara lain : 
1. Dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun 2008 - 2010 
dapat mengetahui potensi pajak terutama dari wajib pajak badan di 
wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) Wonogiri. 
2. Kegiatan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun 2008 – 2010 
secara otomatis akan terlihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, 
sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk target pelaporan tahun berikutnya. 
3. Mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan sosialisasi perpajakan yang 
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) Wonogiri selama tahun 2008 – 2010. 
4. Memberikan pembelajaran bagi Wajib Pajak Badan akan kewajibannya 




















































Kelemahan - kelemahan dalam pelaporan  SPT Tahunan Wajib Pajak 
Badan tahun 2008 – 2010 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri yang telah ditemukan penulis 
selama magang antara lain : 
1. Wajib Pajak tidak mengerti cara pengisian SPT Tahunan sehingga 
membuat Wajib Pajak malas untuk melaporkan pajak terutangnya. 
2. Minimnya jumlah petugas dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri yang melayani pelaporan SPT 
Tahunan sehingga pengecekan atas kelengkapan dokumen dan lampiran 
SPT tidak maksimal. 
3. Cakupan wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Wonogiri yang luas terdiri dari 25 kecamatan dan 
tidak adanya pelayanan pelaporan SPT di daerah yang jauh dari Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri 




























































Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di KP2KP 
Wonogiri mengenai pelaksanaan Pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2008 
sampai dengan 2010, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Wajib pajak efektif tahun 2008, 2009, 2010 sejumlah 434, 517, 600. 
Sehingga prosentase wajib pajak efektif terhadap wajib pajak terdaftar 
pada tahun 2008 sebesar 66%, pada tahun 2009 sebesar 39%, dan pada 
tahun 2010 sebesar 41%. Pelaksaan pelaporan SPT Tahunan Badan di 
KP2KP Wonogiri telah cukup efektif meskipun kenaikan wajib pajak 
dalam menyampaikan SPT Tahunan Badan hanya beberapa prosen. 
2. Penyampaian SPT Badan tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami 
penurunan, hal ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak terutang dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. 
Penyampaian SPT Badan pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami 
peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya petugas yang memberikan 
pelayanan yang baik kepada wajib pajak, adanya penyuluhan yang 
dilakukan KP2KP Wonogiri tentang tata cara pengisian SPT Tahunan 
Badan sehingga membuat wajib pajak termotivasi untuk melaporkan pajak 
terutangnya. 
3. Langkah yang diambil KP2KP Wonogiri dalam meningkatkan kepatuhan 
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memperluas cakupan penyuluhan, meningkatkan efektifitas kehumasan, 
dan memasukkan aspek perpajakan dalam materi pendidikan. 
 
B. REKOMENDASI 
Melihat kesimpulan di atas yang menjabarkan tentang kelemahan yang 
dihadapi baik Wajib Pajak maupun petugas dalam pelaksanaan pelaporan 
SPT Tahunan, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi yang 
diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pelaporan SPT 
Tahunan. Saran dan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Memanfaatkan penggunaan Mobile Tax Unit (MTU) untuk melakukan 
penyuluhan ke setiap daerah yang menjadi cakupan dari wilayah kerja 
KP2KP Wonogiri sehingga dapat merangsang Wajib Pajak untuk 
memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan benar. 
2. Kendala yang dihadapi Wajib Pajak yang tempat tinggalnya jauh dari 
pusat kota adalah masalah pembayaran karena harus dilakukan di Kantor 
Pos besar serta Bank Persepsi yang sudah online dengan rekening 
Direktorat Jenderal Pajak. Maka penulis memberi saran kepada semua 
pihak yang berwenang di Direktorat Jenderal Pajak agar pada masa 
mendatang pelayanan dalam pembayaran dapat dipermudah yaitu diantara 
lain di Kantor Pos tiap kecamatan bukan hanya di Kantor Pos besar 
sehingga Wajib Pajak tidak kesulitan dalam hal pembayaran. 
3. Pelayanan pelaporan dan konsultasi SPT yang dilakukan di daerah yang 
jauh dari pusat kota dengan begitu Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 
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Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Dalam hal ini pelayanan dapat 
dilakukan dengan menggunakan Mobile Tax Unit (MTU). 
4. Bagi Account Representative yang bekerja di wilayah Kabupaten Wonogiri 
diharapkan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penegakkan 
hukum kepada Wajib Pajak ini akan membuat Wajib Pajak tidak berani 
melakukan pelanggaran sehingga akan tercipta kepatuhan yang maksimal 
dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan di wilayah Kabupaten 
Wonogiri. 
 
